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Abstrack 
Overcrowding of prisoners creates a negative life cycle in 
Dumai Class IIB Prison, which can affect the 
rehabilitation of prisoners and raise fears that the 
correctional institution itself is not functioning properly. 
The purpose of this study was to determine the strategy 
for overcrowding and the implications for the 
correctional function in Dumai Class IIB Prison. Predicting 
the impact of overcrowding of prisoners on the rights of 
prisoners in Dumai Class IIB Prison. This study used an 
empirical legal method. The findings show that 
overcrowding of prisoners in Dumai Class IIB Prison lacks 
supervision of prisoners, resulting in violations of 
prisoners' rights. Overcrowded prisons hinder the function 
and purpose of prisons and can turn prisons into criminal 
academies. To prevent this imprisonment, Dumai without 
their knowledge searched the prisoners' homes, contacted 
them and took preventive measures. In addition, as an 
effort to overcome this, Dumai Class IIB Prison also 
provides punishments for categories violated by 
prisoners. 
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Abstrak 
Kelebihan kapasitas narapidana menciptakan siklus hidup 
negatif di Lapas Kelas IIB Dumai, yang dapat 
mempengaruhi rehabilitasi narapidana dan menimbulkan 
ketakutan bahwa lembaga pemasyarakatan itu sendiri 
tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi 
penanggulangan kelebihan kapasitas dan implikasi 
terhadap fungsi pemasyarakatan di lapas IIB Dumai. 
Memprediksi dampak kelebihan kapasitas narapidana 
terhadap hak-hak narapidana di Lapas Kelas IIB Dumai. 
Dalam penelitian ini digunakan metode yuridis empiris. 
Temuan menunjukkan bahwa Kelebihan Kapasitas 
narapidana di Lapas Kelas IIB Dumai kurangnya 
pengawasan terhadap narapidana, sehingga terjadi 
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pelanggaran terhadap hak-hak narapidana. Penjara yang 
penuh sesak menghambat fungsi dan tujuan penjara dan 
dapat mengubah penjara menjadi akademi kriminal. 
Untuk mencegah pemenjaraan ini, Dumai tanpa 
sepengetahuan mereka menggeledah rumah para tahanan, 
menghubungi mereka dan mengambil tindakan 
pencegahan. Selain itu, sebagai upaya penanggulangan, 
Lapas Kelas IIB Dumai juga memberikan hukuman kategori 
yang dilanggar oleh narapidana. 
 
Kata kunci: Kelebihan Kapasitas, Pemasyarakatan, Dumai 

 
 
PENDAHULUAN 

Tingginya angka kejahatan di indonesia disebabkan oleh ketimpangan sosial. 
Perkembangan masyarakat yang semakin kompleks ini juga diiringi dengan munculnya berbagai 
tindak pidana baru dan juga semakin meningkatknya baik kualitas maupun kuantitas tindak 
pidana, yang pada ujungnya nanti juga akan semakin bertambahnya jumlah warga masyarakat 
yang akan menjadi penghuni lembaga pemasyarakat. Salah satu penyebab tingginya angka 
kejahatan yang berimbas pada semakin banyaknya pelaku tindak kejahatan menerima 
hukuman, pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan, 
peningkatan jumlah warga binaan yang tidak seimbang dengan kapasitas ruangan yang ada 
pada lembaga pemasyarakatan menimbulkan masalah baru bagi pemerintah. 
Ketidakseimbangan antara jumlah pelaku tindak kejahatan dengan kapasitas daya tampung 
lembaga pemasyarakatan menimbulkan kelebihan kapasitas hampir di seluruh unit pelaksanaan 
teknis pemasyarakatan di indonesia. Padahal, seharusnya lembaga pemasyarakatan sebagai 
wadah atau tempat untuk melakukan pembinaan kepada warga binaan tentunya tidak akan 
bias menjalankan fungsinya secara maksimal yang disebabkan oleh kelebihan penghuni. 
Namun, yang terlihat adalah pola pembinaan narapidana ini banyak menghadapi hambatan dan 
berimplikasi pada kurang optimalnya bahkan dapat menuju pada kegagalan fungsi sebagai 
lembaga pemasyarakatan.  

Fungsi lapas adalah membina narapidana agar menjadi manusia yang berkualitas, yaitu 
manusia yang beriman dan bertaqwa pada tuhan yang maha esa, berbudi pekerti luhur, 
be$rke$pribadian, mandiri, maju, tangguh, ce$rdas, kratif, te$rampil, be$rdisiplin, me$miliki 
ke$sadaran be$ragam, be$rmasyarakat, be$rbangsa dan be$rne$gara, se$rta me$miliki ke$sadaran 
inte$le$ktual dan ke$sadaran hukum. Probe$matika le$mbaga pe$masyarakaan se$bagai le$mbaga yang 
me$laksanakan pe$mbinaan ke$pada narapidana dan anak adalah se$lalu me$ningkatkan ke$le$bihan 
kapasitas. Be$rdasarkan data yang diambil pada bulan oktobe$r jumlah pe$nghuni lapas se$banyak 
230.310 orang yang te$rdiri dari tahanan se$banyak 50.276 dan narapidana se$banyak 180.084. 
Hal ini me$nunjukkan bahwa le$mbaga pe$masyarakatan di indone$sia se$dang me$ngalami 
ke$le$bihan kapasitas yang me$ncapai angka 74% dalam skala nasional. Salah satu masalah krusial 
yang dihadapi lapas dumai adalah tingkat hunian yan g jauh me$le$bihi kapasitas. De$ngan jumlah 
warga binaan me$ncapai 1023 orang, se$me$ntara kapasitas daya tampung hanya untuk 256 
orang, kondisi ove$rcrowding ini me$njadi pe$rhatian se$rius. Alasan utama dari pe$rsoalan di 
le$mbaga pe$masyarakatan di indone$sia. ke$le$bihan kapasitas ce$nde$rung be$rimplikasi ne$gatif 
te$rhadap be$be$rapa hal antara lain. Re$ndahnya tingkat pe$ngamanan/pe$ngawasan. Pe$ngamanan 
yang re$ndah dapat me$micu be$rbagai masalah antara lain kaburnya napi, banyak te$rjadi 
ke$ributan dan tidak te$rlaksananya prose$s pe$mbinaan napi se$bagaimana me$stinya. Implikasi lain 
atas le$mahnya pe$ngawasan ini adalah me$ningkatnya kriminalitas didalam lapas. 
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Be$be$rapa ke$bijakan dalam rangka me$ngurangi ke$le$bihan kapasitas tampaknya te$lah 

dilakukan ole$h pe$me$rintahan antara lain pe$mbuatan kamar baru dan pe$mbangunan lapas baru 
yang me$mpunyai tujuan utama me$nambah daya tampung narapidana. Me$ski de$mikian upaya 
te$rse$but tampaknya tidak signifikan untuk me$ngatasi ke$le$bihan kapasitas apalagi 
pe$mbangunan lapas baru se$lain me$mbutuhkan waktu juga me$mbutuhkan. Biaya yang be$sar. 
pe$rtama, tidak be$rjalannya program pe$mbinaan yang ada di le$mbaga pe$masyarakatan de$ngan 
baik yang dise$babkan ole$h jumlah pe$nghuni yang te$rlalu banyak, program te$rse$but me$liputi 
pe$mbinaan ke$rja dan ke$te$rampilan sampai de$ngan re$habilitasi me$dis dan sosial yang buruk. 
Ke$dua, kurangnya jumlah pe$rsonil pe$tugas diakibatkan pe$rbandingan dari pe$nghuni dan 
pe$tugas yang be$rbanding jauh, dibe$rbagai kasus hal inilah yang me$ngakibatkan banyaknya 
pe$nghuni le$mbaga pe$masyarakata yang kabur atau me$larikan diri. Ke$tiga, tingginya angka 
ke$rusuhan di le$mbaga pe$masyarakatan yang diakibatkan ole$h ge$se$kan be$sar yang te$rjadi 
diantara pe$nghuni diantaranya yaitu kare$na pe$re$butan makanan, te$mpat tidur, kamar mandi, 
dan lain se$bagianya. 

Hal ini be$rpote$nsi me$ngakibatkan kine$rja pe$masyarakatan Lapas ke$las II B Dumai tidak 
se$suai de$ngan konse$p pe$masyarakatan se$bagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 
Tahun 2022 te$ntang Pe$masyarakatan. Be$rdasarkan uraian diatas, maka dapat dilihat bahwa 
masih kurang e$fe$ktif, dan be$lum maksimalnya pe$me$nuhan hak warga binaan pe$masyarakatan 
di Lapas Ke$las II B Sume$dang, se$hingga pe$nulis te$rtarik untuk me$ngangkat dalam be$ntuk 
artike$l. de$ngan judul "Strate$gi Pe$nanggulangan  Ke$le$bihan Kapasitas dan Impikasinya 
Te$rhadap Fungsi Pe$masyrakatan Di Lapas Ke$las II B Dumai". 

Be$rdasarkan urain di atas rumusan masalah dalam pe$ne$litian yaitu Bagaimana strate$gi 
Pe$nanggulangan Ke$le$bihan Kapasitas, dan Bagaimana ImpikasiTe$rhadap Fungsi Pe$masyrakatan 
Di Lapas Ke$las II B Dumai. 

METODE PENELITIAN 

Me$tode$ pe$nde$katan yang digunakan ole$h pe$nulis adalah pe$ndakatan pe$ne$litian (yuridis 
e$mpiris), yang de$ngan kata lain pe$ne$litian hukum sosiologis dan dapat dise$but pula pe$ne$litian 
lapangan, yaitu me$ngkaji ke$te$ntuan hukum yang be$rlaku se$rta apa yang te$rjadi dalam 
ke$nyataan di masyarakat. Pe$ne$litian yang dilakukan ole$h pe$nulis adalah pe$ne$litian yang 
be$rsifat de$skriptif kualitatis atau pe$nde$katan yuridis sosiologis, yaitu pe$nge$lolahan data yang 
didasarkan pada hasil studi lapangan yang ke$mudian dipadukan de$ngan data yang dipe$role$h 
dari studi ke$pustakaan, se$hingga nantinya dipe$role$h data yang akurat. 

Me$tode$ dan Te$knik pe$ngumpulan data dilakukan me$lalui studi lite$ratur (study of 
lite$rature$), de$ngan me$ngumpulkan data se$kunde$r yang me$liputi bahan hukum prime$r, 
se$kunde$r dan te$rsie$r guna me$ndapat be$rbagai sumbe$r te$rtulis dan me$mpe$role$h informasi 
dalam be$ntuk. ke$te$ntuan formal se$pe$rti buku-buku, jurnal ilmiah, me$dia inte$rne$t se$rta 
makalah se$minar yang be$rhubungan de$ngan masalah yang dite$liti. Me$tode$ analisis yang 
digunakan adalah me$tode$ analisis kualitatif. Kualitatif dikumpulkan de$ngan studi ke$pustakaan, 
ialah me$ne$rapkan pe$ne$litian te$rhadap data yang dipe$role$h se$rta me$nghubungkannya de$ngan 
ke$te$ntuan- ke$te$ntuan maupun asas- asas hukum yang te$rkait de$ngan pe$rmasalahan yang 
dite$liti. 
PEMBAHASAN 

Ke$bijakan yang cukup me$ne$tukan dalam me$ngatasi masalah ke$le$bihan kapasitas Lapas 
adalah me$mpe$rtimbangkan kapasitas Lapas dan Rumah Tahanan dalam me$nampung tahanan 
dan narapidana. Fakta me$nunjukkan bahwa se$lama ini laju pe$rtumbuhan narapidana dan 
tahanan tidak se$banding de$ngan kapasitas Lapas dan Rumah Tahanan yang dibangun atau 
dise$diakan. Dalam kaitan ini Ke$me$ntrian Hukum dan HAM te$lah me$nyusun ske$ma dalam 
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me$ngatasi masalah ove$r kapasitas Lapas, me$lalui tahapan jangka pe$nde$k dilakukan me$lalui 
me$re$visi PP 99/2012. Dalam jangka me$ne$ngah, pe$rtama, me$nambah kapasitas huni Lapas 
me$lalui pe$mbangunan Lapas baru. Ke$dua, me$nambah pe$gawai, dan ke$tiga, pe$mbe$nahan 
re$gulasi pe$radilan pidana te$rpadu de$ngan me$nyiapkan pe$mbaharuan KUHP, KUHAP, UU 
Narkotika, UU Pe$masyarakatan dan se$gala pe$raturan turunannya. 

Se$cara konse$ptual, pe$masyarakatan me$rupakan bagian akhir dari siste$m pe$midanaan 
dalam tata pe$radilan pidana. Ole$h kare$na itu Lapas dituntut untuk dapat be$rke$rja se$cara 
e$fe$ktif dan e$fisie$n. Dalam kaitannya de$ngan ove$r kapasitas Lapas, maka te$rdapat instrume$n 
dalam pe$masyarakatan yang dapat me$ngurangi masa me$najalani pidana se$hingga dapat 
me$ngurangi ove$r kapasitas Lapas, yaitu re$misi. Re$misi adalah pe$ngurangan masa me$njalani 
pidana yang dibe$rikan ke$pada Narapidana dan Anak Pidana yang me$me$nuhi syarat-syarat yang 
dite$ntukan dalam pe$raturan pe$rundang-undangan. Dampak Ke$le$bihan Kapasitas te$rhadap 
prose$s pe$mbinaan di Lapas Ke$las IIB Dumai dije$laskan dalam UU No 22 Tahun 2022 te$ntang 
Pe$masyarakatan bahwa siste$m pe$masyarakatan adalah suatu tatanan me$nge$nai arah dan batas 
se$rta me$tode$ pe$laksanaan fungsi Pe$masyarakatan se$cara te$rpadu. Le$mbaga Pe$masyarakatan 
se$bagai unit pe$laksana te$knis atau UPT dituntut untuk dapat me$me$nuhi hak-hak narapidana. 
Hal itu dise$babkan ole$h e$ra globalisasi yang me$mungkinkan pe$rke$mbangan ke$hidupan di 
be$rbagai bidang me$nye$babkan pe$rke$mbangan kualitas dan kuantitas ke$jahatan se$makin 
me$ningkat se$hingga jumlah te$rpidana dan narapidana di Le$mbaga Pe$masyarakatan juga 
se$makin tinggi. 

Be$rdasarkan UU No 12 Tahun 1995, se$sungguhnya te$lah te$rdapat be$be$rapa isntrume$n 
untuk me$ngurangi jumlah hunian, se$bagaimana diatur dalam Pasal 14, me$nge$nai hak 
narapidana, yaitu: a) pe$ngurangan masa pidana (re$misi); b) cuti me$ngunjungi ke$luarga, c) 
pe$mbe$basan be$rsyarat, dan d) cuti me$nje$lang be$bas. Jika inistrume$n ini didayagunakan se$cara 
optimal, maka akan dapat me$ngurangi ove$r kapastias Lapas. 

Dari analisis se$be$lumnya dapat digambarkan bahwa upaya pe$ne$kan angka ke$le$bihan 
kapasitas Lapas tidak dapat dilakukan se$cara parsial, namun harus dite$mpuh me$lakui ke$bijakan 
te$rpadu, hukum pidana mate$ril, formil dan pe$laksanaan pidana, maupun yang be$rsifat te$knis 
se$pe$rti me$ne$kan angka ke$jahatan dan pe$mbangunan fasilitas kamar tahanan pada Lapas dan 
Rutan. 

Rasionalitas me$kanisme$ upaya pe$nanggulangan ke$jahatan. Fokus dari upaya 
pe$nanggulangan ke$jahatan tidak hanya pada me$nce$gah dan me$nanggulangi ke$jahatan te$tapi 
juga dalam ke$bijakan siste$m pe$midanaan yang be$rorie$ntasi pe$masyarakatan. Pe$rke$mbangan di 
le$mbaga pe$masyarakatan de$wasa ini me$ngalami proble$matika dimana salah satu pe$rmasalahan 
dan te$rdapatse$bagian le$mbaga pe$masyarakatan di Indone$sia yaitu masalah ke$padatan 
narapidana. 

Kondisi le$mbaga pe$masyarakatan di Indone$sia te$rjadi ke$padatan dimana pe$rbandingan 
jumlah pe$nghuni le$mbaga pe$masyarakatan dan kapasitas le$mbaga pe$masyarakatan yang tidak 
se$banding jumlahnya. Ke$padatan narapidana dalam le$mbaga pe$masyarakatan te$rjadi ole$h 
be$be$rapa faktor pe$nye$bab. Namun te$rdapat faktor pe$rlu me$ndapat pe$rhatian khusus pe$nye$bab 
ke$padatan narapidana di le$mbaga pe$masyarakatan adalah siste$m pe$midanaan. Faktor 
pe$nye$bab ke$padatan narapidana di le$mbaga pe$masyarakatan te$rjadi bukan hanya kare$na 
me$ningkatnya ke$jahatan namun juga te$rjadi akibat dari siste$m pe$midanaan. 

Salah satu upaya pe$nanggulangan Ove$r Kapasitas Le$mbaga Pe$masyarakatan di Indone$sia 
adalah de$ngan upaya pe$nce$gahan dalam pe$mbaharuan hukum pidana yang pe$rlu dilakukan 
guna me$ngantisipasi pe$lonjakan Narapidana yang te$rus me$ne$rus me$ningkat.Pe$lonjakan 
Narapidana dise$babkan tindak pidana yang diancam pidana pe$njara paling banyak dalam KUHP. 
Bila me$ngacu te$rhadap KUHP dalam Pasal 10, dije$laskan bahwa pidana pokok yang dapat 
dijatuhkan adalah pidana mati, pidana se$umur hidup, pidana pe$njara, pidana de$nda, pidana 
kurungan dan ditambah lagi pidana tutupan, dalam pe$laksanaan pe$midanaan hakim ce$nde$rung 
me$mutus pe$rkara de$ngan me$njatuhkan pidana pe$njara, hal ini dikare$nakan siste$m pe$midanaan 
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yang kaku dalam KUHP saat ini. Akan te$tapi, dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana 
te$lah me$ngakomodir langkah-langkah yang diharapkan mampu me$nce$gah te$rjadinya ke$le$bihan 
kapasitas di Le$mbaga Pe$rmasyarakatan di antaranya: 
1. Pe$ningkatan Kapasitas Fisik Lapas/Rutan: 

a. Pe$mbangunan Lapas/Rutan Baru: Solusi jangka panjang untuk me$ngatasi ke$le$bihan 
kapasitas adalah de$ngan me$mbangun Lapas/Rutan baru yang me$madai.  

b. Pe$nyulut Lapas/Rutan yang Ada: Me$ningkatkan kapasitas Lapas/Rutan yang sudah ada 
me$lalui pe$mbangunan tambahan, pe$nambahan fasilitas, dan pe$rbaikan infrastruktur.  

c. Optimasi Ruang: Me$lakukan pe$nataan ulang ruang di Lapas/Rutan agar dapat me$nampung 
le$bih banyak narapidana de$ngan te$tap me$njaga ke$nyamanan dan ke$amanan.  

2. Pe$nggunaan Alte$rnatif Pe$midanaan Nonpe$njara: 
a. Pidana Nonpe$njara: Me$ningkatkan pe$nggunaan pidana nonpe$njara se$pe$rti pidana de$nda, 

ke$rja bakti, re$habilitasi, dan pe$nye$rahan pe$ngawasan, te$rutama untuk kasus ke$jahatan 
ringan dan pe$nyalahgunaan narkoba.  

b. Pe$ne$gakan Hukum yang Bijaksana: Me$ndorong pe$ne$gak hukum (polisi, jaksa, hakim) 
untuk me$mpe$rtimbangkan dampak ke$le$bihan kapasitas te$rhadap narapidana dan 
me$ngambil ke$putusan pidana yang te$pat, te$rmasuk pe$nggunaan alte$rnatif pe$midanaan.  

c. Program Re$habilitasi: Me$nye$diakan program re$habilitasi yang le$bih e$fe$ktif bagi 
narapidana yang te$rje$rat narkoba untuk me$ngurangi jumlah me$re$ka di Lapas.  

3. Optimalisasi Program Re$inte$grasi Sosial: 
a. Pe$mbinaan Asimilasi: Me$mbe$rikan pe$mbinaan asimilasi (program pe$mbinaan yang 

me$mungkinkan narapidana untuk be$rinte$raksi de$ngan masyarakat di luar Lapas) untuk 
me$mpe$rce$pat re$inte$grasi sosial.  

b. Cuti Me$nje$lang Be$bas dan Pe$mbe$basan Be$rsyarat: Me$ngoptimalkan pe$nggunaan cuti 
me$nje$lang be$bas dan pe$mbe$basan be$rsyarat untuk me$ngurangi jumlah narapidana di 
Lapas se$be$lum be$bas se$pe$nuhnya.  

c. Program Re$inte$grasi Lainnya: Me$nge$mbangkan be$rbagai program re$inte$grasi sosial 
lainnya, se$pe$rti program pe$mbinaan ke$te$rampilan, pe$ndidikan, dan pe$ndampingan 
se$te$lah be$bas. 

 
Masalahnya adalah te$rle$tak pada hubungan antara pe$midanaan de$ngan pe$masyarakatan 

harus dike$mbalikan konse$p rasionalitas me$kanisme$ upaya pe$nanggulangan ke$jahatan. Fokus 
dari upaya pe$nanggulangan ke$jahatan tidak hanya pada me$nce$gah dan me$nanggulangi 
ke$jahatan te$tapi juga dalam ke$bijakan siste$m pe$midanaan yang be$rorie$ntasi pe$masyarakatan. 
Pe$rke$mbangan di le$mbaga pe$masyarakatan de$wasa ini me$ngalami proble$matika dimana salah 
satu pe$rmasalahan dan te$rdapatse$bagian le$mbaga pe$masyarakatan di Indone$sia yaitu masalah 
ke$padatan narapidana. Ke$le$bihan kapasitas Lapas/Rutan me$miliki implikasi yang signifikan 
te$rhadap fungsi pe$masyarakatan, yaitu: 
1. Gangguan Pe$mbinaan: 

Kondisi ove$rcrowde$d (ke$le$bihan kapasitas) me$mbuat pe$mbinaan narapidana me$njadi tidak 
e$fe$ktif dan optimal kare$na ke$te$rbatasan fasilitas, pe$rsone$l, dan waktu.  
2. Gangguan Ke$amanan: 

Ke$padatan pe$nghuni Lapas/Rutan dapat me$ningkatkan pote$nsi konflik dan ke$ke$rasan di 
antara narapidana, se$rta dapat me$mpe$rsulit pe$tugas dalam me$ngawasi dan me$njaga 
ke$amanan.  
3. Te$rganggunya Hak-hak Narapidana: 

Ke$le$bihan kapasitas dapat me$nghambat pe$me$nuhan hak-hak narapidana, se$pe$rti hak atas 
ke$nyamanan, privasi, dan akse$s te$rhadap layanan ke$se$hatan dan pe$ndidikan.  
4. Te$rhambatnya Re$inte$grasi Sosial: 
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Kondisi ove$rcrowde$d dapat me$mpe$rburuk prose$s re$inte$grasi sosial narapidana kare$na pe$mbinaan 

yang tidak e$fe$ktif, se$rta ke$sulitan narapidana dalam be$radaptasi de$ngan ke$hidupan di 
masyarakat se$te$lah be$bas. 

 

KESIMPULAN 
Upaya pe$nanggulangan Ove$r Kapasitas Le$mbaga Pe$masyarakatan di Indone$siame$nganut 

dua konse$p yang dimuat dalam RKUHP yaitu Tujuan Pe$midanaan dan Individualisasi Pidana. 

Dari kajian kami diatas dapat disimpulkan bahwa ke$le$bihan kapasitas bukan hanya te$rjadi 

dikare$nakan warga ne$gara yang me$miliki ke$sadaran atas hukum yang re$ndah. Te$tapi ne$gara 

juga me$miliki pe$ran yang cukup be$sar dalam me$ngatasi ke$le$bihan kapasitas me$lalui alat-alat 

ne$gara yang te$rkait se$pe$rti ke$me$ntrian dan ke$polisian. Ke$dua pihak te$rkait te$lah me$mbawa 

opsi pe$nye$le$saian ke$le$bihan kapasitas di Indone$sia, dimulai dari Ke$me$ntrian Hukum dan Ham 

yang te$rus me$lakukan e$dukasis se$rta pe$ngawasan yang ke$tat te$rhadap lapas. Sampai de$ngan 

pihak ke$polisan yang me$ngke$mukan opsi Re$storative$ Justice$ bagi korban dan pe$laku tindak 

pidana. Se$lain organ ne$gara yang me$miliki pe$ran aktif ataupun dapat dikatakan se$bagai garda 

te$rde$pan, solusi ke$le$bihan kapasitas juga lakukan me$lalui KUHP Nasional yang me$rupakan 

hasil dari pe$rke$mbangan dan pe$nye$suaian pe$rundangan de$ngan Bangsa dan Ne$gara. De$ngan 

me$ne$rapkan strate$gi pe$nanggulangan ke$le$bihan kapasitas yang te$pat, fungsi pe$masyarakatan 

dapat be$rjalan le$bih e$fe$ktif, se$hingga narapidana dapat dibina se$cara optimal, ke$amanan 

Lapas/Rutan te$rjaga, hak-hak narapidana te$rpe$nuhi, dan prose$s re$inte$grasi sosial narapidana 

dapat be$rjalan lancar. 
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